
,- Mengingat 1. Undang-Undang NOIllOf 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkai II
dan K018prnja di Sumatcrn Selman (Lembaran Negara RI Tabun 1959 Nomor 73.
Tambahan Lembarsu (,!cgarll Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penuuran Dasar Pokok-Pokok
Agracia (Lcmbarnn Negara RJ Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lernbaran
Negara RI Nomor2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 'Iahun 1981 tentang Hukum Acara I'idono (Lembaran
Negara RJ Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaraa Negara RJ Nomor 3209);

4. Undang-Undaag Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumab Susun (Lembaran Negara
Rl Tabun 1985 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara R.INomor 3318);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alrun
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RJ Tahun 1990 Nomor 49,
TambahmLembamn Negara R1Nomor3419):

6. Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1992 tcntang Pcrumahan dan Pemukiman
(Lembaran Negara RJ Tahun 1992 Nomor 23. Tambahan Lembamn Negara
NomOT3469);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 temang Renda Cagar Budaya (Lembaran
Negam Rl Tahun 1'J92 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara ruNomor 3470):

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lcmbamn Negara
RJ rabun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RJ Nomor 348 J)j

9. Undang-Undang Nomor 36 Tnhun 199') lonlAng Tclckomunikasi (Lcmbaran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan Lernbarnn Negara RI
Nomor 3881):

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Doya Air (Lcmbaran
Negara RJ Tahun 2004 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor -'377);

1L Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Peraturan
Pcrundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan
Lembaran Negara RI Nomer 4389);

12, Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 temang Pemcrintahan Daerah (Lembaran
Negaro RJ Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negam RI Nomer 4437)
sebagalmaua Iclab diubah beberapa kaJi terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2oo8lenumgPeruhahan Undang-Undang Nomor 3~ Tahun 2004
temang Pemerimahan DacT!!l1 (Lembaraa Negara Rl Tabun 1008 Nomor 59.
Tamba1um Lembaran Negars Rl Nomor 41144);

13. Undnng-Undaug Namor 38 Tahun 2004 tentang Ja1an (Lembasan Negara RI
Tahun 2004 Nomor 83. Tambohnn l..embaran Neganl RlNomor 3186);

b. 1m}1\\'3 berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimnksud huruf 8, perlu membetuk
Pcraturan Oacroh lenwng Retrlbusi lzin Mendirikan Bangunan.

bahwa dengan di:teiapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 temang
Pajak Daerah OWl Retrlbusi .Daemb·serta Peraturan Daerah KOla Palembang
Nomor 5 Tahun 20 I0 teruang lzin Mendirikan Banguaan, maka guna memenuhi
kebutuhan biaya pcnycdiaan josn pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan,
perlu diarur kerentuan mengenai pemungutan retri busi izin mcodirikan bangunan;

Menimbang : 8.

WALlKOTA PALEMBANG,

DENGAN RAHMAT TUllAl'( YAl"lG MA.HA ESA

RF.TRrnUSI IZJN MENDIRIKAN SANGUNAN

PERATURAN I)Al-:RAIfKOTA PALEMDANG

NOMOI{ 8 1'AHUN2010

TENl'ANG



14. Undang-Undang Nomor 2(; Tahun 2007 ientang Penataan Ruang (T.embnron
Ncgaro RJ Tahun 2007 Nomor 68. Tambahen Lcmbarnn Negara RI Nomor 4725);

1S. Undang-Undang NOIUlU 28 Tnhun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Rerribusi
Daerah (Lembamn Negara RJ Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran
Negem RI Nomor 5049):

16. Undang-Undang Nomor 3() Tahun 2009 tentang Ketcnagalistrikan (Lernbaran
Negara Rl Tahun 2009 Nomor 133, Tnmbahan Lembaran Negara R1
Nomor 5052);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 lenl8ng Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negars RJ Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 5059)j

18. Peraturan Pemerinrah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara RJ
Tahun 1983Nomor 36, Tambahan Lembaran Ncgara RJNemor 3258):

L9. Peraturan Pemcrintah Nomor 50 Tahun 1986 temang Penyediaan dan Peuggunaan
Tanah serta Ruang Udara di sekitar Baudar Udara (Lembaran Negara RJ Talum
1986 Numor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);

20_ Pcraturan Pcmerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenoi Darnpak
Lingkungan (Lcmbarau Negara RI Tahun 1993 Nomor 84. Tambahan Lembaran
Ncgaru Nomor 3538):

21. Peraturan Pcmerinrah Nornor 36 Tahun 2005 tentang Peraiuran Pelaksanaan
Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2002 ICDlang Bangunan Gedung (Lembaran
Ncgara IU Tahun 2005 NOl11or83);

22. Pernrumn Pcmcrimah Nemer 38 Tahun 2007 tentang PClIlbagian Urusan
Pcmeriutahan antara Pcmerintnh, Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kcta (Lcmbamn Negara RJ Tabun 2007 Nomor
82, Fambahan Lembaran Negara RI NOl11or4737);

23. Keputusan Presiden R1 Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung;

24. Keputusan Presiden RJ Nomor 33 Tahun 1991 teniang Pengguaaan Taaah Bagi
Kawasan lndustri ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 teniang Pedornan
Perubahan Pernanfaatan Lahan Perketaan ;

26. Peraiuran Mentcri Dalam Negeri Numor J Tahun 2007 tentang' Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ;

27. Pcraturan BC[1l8IOI!Menieri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri
Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nemer 18 Tahun 2009, Nomor 071PRT/M12009, Nomor 19IPERIM.KOMlNFO
10312009. Nomor 31P12009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan
Bersama Menara Telekornunikusi:

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 241PRTIMI2007 tcntang Pedoman
Teknis lzin Mendirlkan Bangunan Gedung ;

29. Peraturan Menreri Pekerjaan umum Nomor 2SfPRTIMI2007 tentang Pedoman
Sertiliknsi Laik Fungsi Bungunun Gedung ;

30. Kcpuiusan Menteri Negarn PekeljOOIl Umwn Nornor lOll<PTSI2000 u:ntang
Ketentuan Tcknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kcbakaran pada Ilnngunan
Gl':dungdan l.ingl"1lngan ;

3 J. Kepllrusnn Mentcri Negara Peketjoan Timun! Nomllr J JIKPTSI2000 tcntang
Ketenruan Teknis Manajcmen Pena:nggulangan Kcbakaran di PerkOIlWl :

32. Kcputusan DireklUf Jendernl Pcrumahan dan Pemlukiman Nomor
581KPTS1DMI2002 tentang Petunjuk Tckuis Rencana Tindakan Darural
Kebakaran palla BangunsllGctlung;

33. Peroturan Dilcrah Kola Palembang Nomor 8. Tabun 2000 umtang Rencana Tata
Ruang \Vilayah KOla Patembilng Tahun 1999-2009 (Lembamn Daer.m KOID
PaJembang Taboo 2000 Nomor 12);

34. Petalurdll Daerah KOla Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tl'lllang Urosan
Pemerinraban KOla J>a1embang (Lembnron Daerab KOlaPaJembang Tabun 2008
Nomor6);
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I. Daerah adalah Koia.Palembang;
2. Pemerintah Keto adalah Pcmcrintah Kola Palembang ;
3. Walikota adalah Walikota Palembang ;
4. Dinas Tata Kota adalah Dinas Taia KOla KOlaPalembang
5. Dinas PcndapatanDaerah adalahDinas PendapatanDaerah KOIll Palcmbang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas TRill Kota KOla Palcmbang;
7. Baden adalah SUIIIU bentuk badan usaba meliputi Perseroan Terbaias, Perseroan

lainnya. Badan Usaha Milik Negara III8U Daerah dengan nama dan dalam beniuk
apapun, Persekutuaa, Perkumpulan, Firma. Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
Organisasi yang sejenis, Lernbaga Dana Pensiun, dan Bcntuk Badan Usaha
Iainnya ;

8. Petugas ndnlnh ~cnrnns Pegawei Negeri Sipil pads Dinas Tata KOla yang
mclaksanakan suatu tugas -dengan sural perintah tugas oleh Kepala Dinas Tata
Kala;

9. lzin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkar 1MB adalah izin untuk
mendirikan bangunan yang dhetapkan oleh Kepala Daernh. meliputi bnngunnn
getlung. non gcdung, menara dan konstruksi rcklame ;

10. Pcrizinan Tcrtentu adalah kcgiston tertenru Pcmerintah KOIll dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan aias kegiatan,
pcmanfaatan ruang, serta penggunann sumber daya alam. barang, prnsarana,
sarana atau fasilitas tcrtentu guna rnelindungi kepentingan umum dan menjaga
kclestarian lingkungan,

11.Sertifikat Laik Fungsi selanjutnya dlsingkai SLF adalah sertifikat )1IIlg
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menylllllkan kelaikan fungsi suiIru
bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum
pemanfaatannyn ;

Dalam Peraturan Daerah .ini yang dimaksud dengan :

Pasat I

KETENTUAN UMUM

DAB I

PERATURAN DAERAIl TENTANG RETRrnl.JSI TZIN MENDllUKAN
DANGUNAN.

l\ff.;MUTUSKAN :

WALTKOTA PALEMBANG

Dan

DEWAN PERWAKlLAN RAKYATDAERAHKOTAPALEMBANC

Dcngan Perserujuan Bersama

35. Pernmmn Daerah KOla Pslcmbang Nomor !I Tahun 2008 lentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerju Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran
Dacrah KOla Palcrnbaog Tahun 2008 Nemer 9);

36. Peraturan Daerah KOla Palembang Nemer 5 Tahun 2010 tentang lzin Meudirikau
Baugunan (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2010 Nomor 5).

3
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(1) Dcogoo IllIlllll RctribllSi 1MB diplWgut alas ~Ia}'anan pemberim izin Ullluk
mendirikan bangunan dalam Dnemh.

.Pasal2

NAMA, 01l.JBK DAN SUllYEKRETRlDUSI

DAB It

12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebu; Retribusi adaJah pungutan 1)8crah
scbagai ~llIbflyaron alas jasa atau pembericn izin tenentu yang khusus
dlsedinknn dan/mau diberikan Pernerimah KOla uruuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

13. WlIjib Rerribusl adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraruran
penmdang-undangan retribusi diwujibkan untuk rnelakukan pembayaran
retribusi, termasuk pcmungur.amu pemotong rerrihusi tertentu,

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waklu tertemu )'llIISmerupakan baias waktu
bagi wuj ib retribusi uutuk memenfaatkan jasa dan perizinan tertcntu dati
Pcmerimah Kola yan_gbersangkntan.

15. SUIal Setoran Relribusi Daerah, yangselanjutnya disingka; SSRD adaJah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir Otl1U telah dilakukan dcngan cam lain ke Kos Umum
Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

16. Sunu Ketetapan Rerrihusi Daerah. yong ~lllJljul1lya disingka; SKRO adalah
sural ketetapan retribusi yang menetukan besamya jumlah pokok relribusi yang
terutang,

17. Sunil Ketetapan Retribusi Daerah Leblh Bayar, rang selanjutnya disingkat
SKRDr.n adalah surai ketetapan yang menenmkan jumlah kelebihan
pembayarun retribusi karena [urnlah kredit retribusi Icbih besar daripada
rerribusl )'llflg Icnllang 0111\1 schnmSrlyo lidnk tCmlong.

18. Sunil Tagihan Retribusi Daeruh. yallg selanjumyu disingkat STRD adalah surat
untuk mclakukan tagihau rciribusi danllll3u sanksi adminlstrauf" berupa bunga
dan/atau dcnda.

19. Surat Kercrapan RClribllsi Dacrah Lcbih Bayar sclruUUlnya disingka. SKRDLB
adalah Sural Keputusan yang hurus dibayar oleh \Vajib Rctribusi (WR) baik
pokok Rcuibusl, maupun sanksi administrasi ;

20. Pembayaran Rerrihusi Daerah ndalah besarnya kewnjiban yang harus dipenuhi
oleh Wujib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau
kcrempar lain yang diruujuk dengan batas wakru yang relah ditcntukan :

21. Penagihan Rerribusi Daemh adalah serangkaian kegiaian pemungulan Retribusi
Daerah yang diawali dengan penyampaian SUI'8lPeringaian, Surai Teguran yang
bersangkutan melaksanakan kcwsjiban untuk mernbayar Reiribusi ;

22. Kas Urnum Daerah adalah 'KliS Pemerintah 'KOla Palembang ;
23. Pejabat adalah pegawui yllJ1~dibcri tugas tcrtentu dibidang Retribusi Daerah

sesuai dengan peraturnn perundang-undangan yang berlaku.
24. Pcmcriksaan adaJab serangkaian kegiman rucngbimpun dan mengolah data,

keterangan dan1ntau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berd3!>arkan sualu slandar peml:riksaan unluk mt:nguji kl.'P<Iluban)X."IllClluhan
kc\\-'tliiblln retribu.~i dnemh danln.tlIu wllUk LUjwm lain dllJam rangka
meJaksanak3Jl kelcnluan perHIUrHU()IlTWlu8J1g-undanganretribusi dacrab.

25. Penyidikan Tindak Pidann dihidang RClribu.~i Ooerah OOnlah serangkaian
tindak3Jl yang dilakuk3Jl uleh Penyidik Pcgawai Negeri Sipil yang sel3JljutnY'J
discbul PCl1yidik. lIJ1ll1kmouesri scrto I11cnglllllplllkoll bukti yang dcngnn bllkti
itu membUlll Icmng Tindak !,idana dibidang RcLribusi Daerah yang leljadi scna
mcncmukon tcrsongkanya.



(3) Indeks Sebagai Faktor Pcngali Harga Satuan Retribusi

a. lndcks kcgietan
Indeks kegiatan mcliputi kcgiatan :
I.Bangunan Gedung
II) Pembangunun bangunan gcdung baru sebesar 1.00

Kcterangan :
L - Luas IMmi bangunan gedung
V - Volumt:Jbc:saron (daJam satuan ml, m' .unit)
I "Indcks
I, - lndeks terimegrasi
Tl = Tincknl kcrusakan

0,45 untuk Liugkot kerusakan sedans
0,65 untuk ringknt kerusakan berat

F-1Sb«- Ilarge satuan retribusi bangunan gedung
HS~ - Hargc smuan retribusi prasaranan bangunan gedung
1.00 = lndcks pembangunan baru

: V x I x T~ x RStbr

: L x It x 1,00 x HSba
: L x I,x Tt x RS~
: V x I II 1,00 x

(2) Besarnya retribusi I?vIDsebagaimana dimsksud pada ayat (1). ditetapkan scbagai
berikut :
a Rctribusi pcmbangunan bangunan godung baru
b. Reiribusi rcbabilitosi/,enovn.~i bangunan gedung
c. Rem busi prasarana bangunan gedung

HS~
d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung

( I ) Untuk setiap pcmberian 1MBdan Pial dikenakan retribusi,

rasa I 5

KRTF.NTUAN RETRLBUSJ

BAD IV

Retribusi 1MB c.Ii~olongknn schnani Rctribusi Perizinan Tcncntu.

Pasul"

C:OLONGAN RETlUBUSJ

RARm

Subjek Rctribusi adalah setiap orang pribadi aiau badan )8llg memperoleh
pelayanan 1MB.

Pasal3

(3) Tidak termasuk objek retribusi h\llB sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) ndalah
pernberian izin uniuk bnnguonn milik pemerintah 81811Pemerintah Daerah,

3 Pembangunan baru.
11. Rehabilltasi/reuovnsi mcliputi perbaikanlpemwouIn, perubahan, perluasanl

penguranllM ,
C. Pclestarian/pemugurun,

(2) Objek Retribusi 1MB sebagaimana dimaksud p:ul-s8)81 (I) odnloh meliputi :



(a) Tingka; kompleksitas berdasarkan karakter komplcksitas dan
lingkal tekuologi dengan bobot 0.25:
• Sederhana 0.40
• Tldak sederhana 0,70
· Khusus 1,00

(b) Tingkat permanensi dean bobot 0.20:
• Darumt 0.40
- Semi Pcrmaucn 0,70
- Permanen 1,00

(0) Tingknt restko kebakman dengan bobot 0,15:
• Rendah 0,40
• Sedang 0,70
- Tinggi 1,00

(d) Tingkar zonasi gcmpa dcngan bobot 0.15:
• Zona II minor 0, I0
Z~ n / minor 0,20

· Zona 111/ sedang 0.40
· Zona IV I sedang 0.50
- Zona V I kuat 0,70
• ZOlltl VII kuar 1,00

2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobol
masing-masing tcrbadap boboi scluruh parameter klasifikasj
ditetapkan sebagai berikut:

b) Rehabilitasi/renovasi
I) Rnsak sedang, sebesar O,4S
2) Rusak berat, sebesar 0.65

c) Pelestarian pemugaran
I) Pratama, sebcsar 0.65
2) Madya,sebesar 0.45
3) Utama, scbcsar 0,30

2. Prasarana bangunnn gedung
a) Pernbangunan baru sebesar 1,00
b) Rchabllitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar 0,45
2) Rusak betat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter
I. Bangunan Gedung
a) Bangunan gedung di aias permukaan ranah

I) Indeks parameter lungsi bangWI8JI gooung ditetapkan unruk:

(a) Fungsi hunian, scbcsar 0,05 dan 0,5(1
• Indcks 0,05 untuk rumah tinggal sederhana, mcliputi

rumah illli tumbuh, rumah scdcrhana sehat, don rumah
deret sederhnna.
lndcks '0,50 untuk Iingsi hunian sclain rumah tiuggal
runggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi kcagamann, scbesar 0,00
(c) Fungsi usahn, sebesar 3,00
(d) Fungsi sosial dan budaya, sebcsar 0,00 dan 1.00

Indeks 0,00 unruk bangunan gedung kanror milik Negara,
melipnti bangunan gedung kantor lembaga eksekutif.
legislatif, danjudikarif
lndeks i,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan
buda)'o selain bangunan gedung milik Ncgara,

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar4.00
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No Luas T8nllh SiBYll Ukur Billl's Blanko -
I KunulS don 100 ml Rp 10.000,- Rp 5.000.-

2 101 m2 sid 200 011 Rp 15.000.- Rp 5.000,-

3 201 m2s1d 300 m2 Rp 20.000,- Rp 5.000,-

4 301 m1sid 400 m1 Rp 25.000,- Rp5.000,-

5 401 ml sid 500 m1 Rp 30.000.- Rp5.000.-
L__

(4) Besnmyn tarif retribusi adalah sebagai berikui :

2. Prasarana bangunan gedung
lndeks prnsarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana
meliputi rumah iuti rumbuh, rumah sedcrbans sehai, rum.::lh deret
scdcrhana, bangunan gedung fung.'Iik....gamaan, serta bangunan gedung
kantor milik Negnm ditetapkan 0,00.
Unruk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapal dihitung
dengan satuan, dSPlIt dlretapkan dcngan proscntase rerhadap harga
Rencana Anggamn Biaya scbcsar 1,75%.

3) lndeks parameter wnktu penggunaan bangunnn gedung
ditctapkan uomk:
(a) Bangunan gcdung dengan masa pemaafaatan scmentara

jangka pendek maksimum 6 (cnam) bulan seperti bangunan
gedung untuk pnmernn dan mock up, diberi indcks sebesar
0,40.

(h) Bangunan gcdung dcngan mnsa pemnnfaatan semcntara
jangleo menengah maksimwn 3 (uga) tahun seperti kantor dan
gudang proyck, diberi indeks sebesar 0,70.

(c) Bangunan gedung dengan mass pemanfaatan lebih dati 3
(tlga) iahun scpcni kantor dan gudang proyck, diberi indeks
sebesar 1,00.

b) Bangunan gcdung di bawah pennukaan tanah (baJemtm), di
etas/bawah permukaan air, prasarana, dan S8I"MlI umum.
Untuk bangunaa gCdlll1g, IIIllU bagian bangunan gedung ditetapkan
indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks
terintegrasi.

7

(e) Lokasl berdasarkan kcpadalon bangunan gedung dcnCM
bobot 0,10:
- Rendah 0,40 (I lantai - 4 lantai)
- Sedang 0,70 (S lantai - 8 lantai)
- Tinggi 1.00 (lebih dati 8 lantai)

(I) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah
lapis'tingkat bangunan gedung dcngan bobot 0,10:
- Rendah 0,40
- Sedang 0,70
- Tinggi 1,00

(g) Kepemilikan bangunnn gedung dengan bobot 0,05:
- Negara, yayasan 0,40
- Perorangan 0,70
- Badan usahn 1,00



(2) Biaya pcnyelenggeraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada nyu! (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan
bukum, pcnatausahaan, dan biaya dampak negatif dati pemberian izin
tersebut.

(I) Prinsip dan sasaran dalam pcnetapan besamya tarif Retribusi Perizinan
Tertenru didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian aias seluruh biayn
penyelengaraan pcmbcrian Izin yang bersangkutan.,

Pasal6

PRINsrp DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARJI'

BABV

16 Pencetakan peta simla I : 1000 untuk luas tanah sampai dengan 10.000 m2
Rp 5.000,- (lima dbu rupiah) per lemhar,

17 Pencetakan peta skala I : 1000 uaruk luas tan.ah 10.001 m2

s.d. 50.000 m2 Rp2S.0oo,- (duo puluh lima ribu rupiah) per Icmbar.

18 Pencetakan !)eta skala' 1 : 1000 untuk luas tansh 50.00 J rn1
s.d. 100.000 rn3 Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per lembar.

J 9 Pencetakan peta -skarn I : 1000 untuk luas tanah lebib dati 100.000 ml
berlaku kelipatan sesuai DOmOr tersebut di 0l0S.

14 Pengukuron provil rnelintang dan memanjang Rp 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah).

15 Peagukuran trnl'lccr/goris tinggi serinp 100 m1 Rp 5.000,- (lima ribu
rupiah),

13 Pcogukura» dco{:oll waterpas tlap I Kmlpanjang Rp 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah).

12 Lebih dati 10.000 m2 ditetapkan penambahan berdasarkan nomor urut
tersebui di alas.

8

6 501 111< sid 1000 n" Rp 40.000,- Rp 5.000,-

7 1001 Oll sid 2000 m~ Rp 50.000.- Rp 5.000,-

8 2001 m1sid 3000 JUl. Rp 75.000.- Rp 5.000.-

9 3001 m1 sid 4000 012 Rp 100.000,- Rp 5.000.-

10 400 I m2 sid 5000 m2 Rp 125.000,- Rp 5.000,-

II 500 I ml sid 10000m1 Rp ~OO.OOO,- Rp 5.000,-



BARrx

\VILAVAU PEMUNGUTAN

Panlll

Retribusi yang tennang dipungut dalam Daerah tempat pelayaaan jasn dan fasilitas
yang diberikan,

Pcnctapan Rlltribusi pernberian 1ML} htulyn dikenakan I (S:IIU) ksll setiep
penerbitan IMR.

Pa~al 10

RABvn

STRUKTUR DAN DESARNY,\ TARlfRF.TRmUSI

Pasol!)

(I) Struktur besamya harga saiuan retribusi bangunan gCdWlg dan h:ltga S3tu31l
retribusi prasarana bangunan gedung tcrhadap pemberian 1MB dan Plat
sebagalmana dimaksud dalam Pnsal 6, dltetapkan bcrdasarkan klasifikasi
pemberian LMB.

(2) Harga satuan retribusi baagunan gedun& direiapkan scbcsar Kp.48.000.-Im',
sedangkan hargu satuan retribusi sarana bangunan gedung ditClJlpkan sebaga]
berikut :
01. 1'1Ignrdan Gapura Rp. 16.000.-Ipmsaranalm'.
b. Rumah Jags. ATM. Gen ScI __ Rp. 48.000.·/prasaranalm'.
c. Mcnnra atau Tower Rp.1000.000,-Im.
d. Pas Conblok Rp. 2.000,-/pmsaranalm'.

TOLOK UKUR j)ENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tolok ukur pcngguuaan jasa adalah berdasarkan pada:

a. Luas I3nngunnn :
b. IndeksTerimegrasi :
c. Harga saruan retrlbusi bangunan gOOuO&;
d. Barga satuan n:tribusi prasarnnn bangunan gedung;
e. Indcks pcmbangnnan bam

BABVI

PAul?

(I) Tarif retnbusi dopat dilinjou kembali paling lama 3 (liRa) tahun seknli.

(2) Pcniojnunn tarif retribusi sebaguimann dimeksud pada ayru (I). dilakukan
dengan memperhatikan indcks harga don perkernbangan perekonomian,

(3) Penetapan tarif retribusi scbagaimana dirnaksud pada ayar (2), ditctapkon
dengan Peraturan Walikota.

9



(I) Wajib Rerribusi dapat mcngsjukan kebcraum hanya kepada WalikOI8 Il1lllI
pejabat yang dirunjuk alas SKR.D atsu dokumen lain yallg dlpcrsamakan,

(2) Keberatan diojukan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia dengan disertai
alasaa-alasan yang jelas,

PaultS

!legion Keriga
Keberatan

(2) Ketentuan Illcngcnai o.lokosi pcmanfaeran penerimaan retribusi sebagaimana
dimaksud pada aYB!(I), ditetapkan dengan Peraruran Daerah,

(I) Pemanfsatan dnri penerimaan masing-masing jenis reiribusi diutnmakan UIltuk
mcndanni kegiatan )'811& betkaium langsung denglln penyelenggaraan
pelayanan )'WIg bcrsangkutan.

Posal14

Bagian Kedua
Pemanfaatan

(4) Tata cam pclaksanaan pungutan retribusi diarur dcngan Pernruran Walikota,

(3) Hasil pungutan retribusi sebagnimana dimnksud pada nYUI(2). disetor kc Kas
Umum Dacrah,

(2) Rctribusi dipungut dengan menggunakau SKRD aiau dokumen lain yang
dipersamakun.

(I) Pemunguta» retrihusi dilnrang diborungkan.

lJagioo Kesatu
Tatll Cora Pemungutan

DAB X

PEMUNGUTAN RESTR1BOSI

(3) Tala cera pembayaran, peuyetoran. tCIllP81 pembayaran angsuran dan
penundaan pernbayaran diatur dengan Keputusan Walikota.

(2) Retribusi }WJg tcnnang dilunasi pada saar ditcrbitkannva SKRO aiau dokumen
lain yang dipersamakan.

(I) Pembayaran Rctribusi yong ierutang harus dilunasi sekaligus dirnuka,

PRlSol12

TATA CAM PEMBAYAltAN RETRJDUSI

BAD VIII
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Pasal19

(I) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wnjib rerribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada W3Iikolll.

!:JABXU
PENGtMJlAI,IAN KELEBIHAN PEl\1DAYAR.A1\

Pas8.1 18

(I) Wolikolll daP:1I memberikan pengurangan, keringanan dan pcmbebasan
n:tribusi.

(2) Pemberian pengurungan, keringanan dan pembcbasan rctribusi sebagaimana
dimaksud pada 0)'81 (I). dcngan mernperhatikan kemampuan Wujib Rctribusi.

(3) TIIIO com pengurangnn. keringanan dan pembcbasan reiribusi ditetnpkan oleh
Walikota.

BABXJ
PENGURANGAN, KERlNGANAN OAN

PEMBEDASAN RETRIBUSI

(I) Jika peogajuan keberaum dikahulkan scbagian IUllU seluruhnyo.. kelebihan
pembayaran Rerribusi dikembalikan dengan ditambah bungs sebessr 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Bunga scbagairnana dimnksud pada oyal (I) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan dlterbltkannya SKRDLB.

PlISlIl17

(4) Apabila jongka waktu sebagaimans dimnksud p.-uIn ay:1I (1) telah lewat dan
Walikolll tldok mernberi suatu keputusan, keberstan yang diOJuknn tersehut
dianggap dikabulkan.

(3) KeputUS6J1Walikola mas kcbermun dnpa; berupa mencrima seluruhnyn atau
sebagian, menolak. utau memunbah bcsamya Retribusi ynng terutang.

(2) Ketentuan scbagaimnnn dimaksud pada ayat (1). adalah uotuk memberikan
kepnstian hukum bugi Wajlb Rclribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan olch \VlIlIkota.

(I) Walikota dalam jangka wnktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Sural
Kcbcratan diterima hares memberi kepurusan atas keberaian yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Kepurusan Keberatan,

Pa_wJ 16

(5) Pengajuan kebcratan ridnk menunda kewajiban membayar Retribusi dan
petaksanaan pcnngihan Retribusi.

(4) Keadaan di luur kekuasaannyn sebagaimana dimaksud pada Dylll (3) adalah
suatu keadaan yang terjodi di IIJQTkehendak 818U kekuasaan Wujib Retribusi.

(3) Keberatan hnru.~ diajukun dalam janglea wnktu paling lama 3 (liga) bulan sejak
IDJlgg31 SKRD diterbitkan, kecuali jib Wajib Rctribusi daplll menunjukkan
bahwa jnnglen wakn: itu liduk dnpat dipenuhi karena keadaan di IIJQT
kekuasaannya,

II



(I) Hak untuk melnkuknn penagihan retribusi menjadi kcdaluwarsa ~etelab
melarnpaui waklll 3 (liga) tahun lcrbilllllg sejnk sam terutangnya rctribusi,
kecuall jika Wnjlb Rctribusi rnelakukan tindak pidana di bidang rerribusi.

(2) Kedaluwarsn penngihnn retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
tenangguh j ika:
a. ditcrbitkan Surar 1 egumn: atau
b. ada pengakuan ulang rctribusi dari \Vajib Rerribusi, baik I.angswlg maupun

tidal: Iangsung,

»asal21

KF.DALU\VARSA PENA(;1I1AN

HAB XIV

(3) Sural Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikeluarkan uleh
WaJikol8 atau pejnba: yang dilunjuk.

(2) Pengeluarnn SUnil Teguran scbagai AWaJ tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi dikcluarkan segera setelah 7 (rujuh) ban scjak jaruh tempo
pembayaran.

(J) Penagihan retribusi terutang dilaknkan dengan menggunnkan STRD dengan
didahuJui Sural Teguran.

Pasal20

PBNAGIRAN

lJAB xm

(7) Tata cam pengembalinn kelebihan pcmbayaran retribusl scbagaimana
dirnaksud pada aYUI(I), diaiur dengan Pcrnruran Walikota,

(6) Jika pcngcmooJlnn kelebihan pembayaraa rctribusi dilakuknn setelah lewat 2
(dua) bulan. \VaHk~)18mcmberikan bunga sebesar 2% (dull perscn) sebulan
aiss ketcrlombOUln pembnyaran kelebihau pembaynmn retribusi.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada
oyat (I). dilakukan dalarn jangka waJ.1U paling lama 2 (dua) bulan scjak
diterbitkannya SKRDLB.

(4) Apabilo wajib retribusi rnernpunyai utang rerribusi lainnya. kclcbihan
pernbayaran retribusi scbagaimana dimaksud pads O}8t (I) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut,

12

(2) Wallkota dalam jan~k8 waktu paling lama 6 (enam) bulan. scjak diterimanya
perrnohonan pengembalian kelebihan pelllbayomn retribusi sebagaimana
diJnaksud pada ny-.Il (I), harus memberikan keputusan,

(3) Apabiln jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada nyul (2) tclah dilampaui
dIIJl Walikota tidak memberlknn suatu keputusan, pcrmohonan pcngernbalian
pembayaran retribusl dianggap dikabulkan RlOIl SKR01.9 harus diterbitkan
dalam jongkn waktu paling lama 1 (sam) bulan.



Dalam Itnl wnjib retribusi tidak membayar tepat pada walnunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi adminlstrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap
bulan dati retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

PnsRl24

RAB XVT
SANKSI ADMlNSTIU TfF

(3) Ketemuan leblh IWUUl mcngcnai LOIS earn pemeriksaan rerribusi diatur
dengan Perarurnn Walikolo.

(2) Wajib retribusi yang dipcriksa wajib ;
IL Memperlihmkan dan/atau memiujamkan buku OLOU catatan. dokumen

yang mcnjndi dasamyc dan dokumen lain )'lIDg berhubungan dengan
objek reiribusi yang terutang.

b. Mcmbcrikoll k~mJ1DIllO untuk memasuki tempat aiau ruangan ynng
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna keloncoron pemeriksaan ;
dan/Ot811

c. Memberikan keterangan yang dipcrluknn.

(I) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepaiuhan
pcmeouhnn kewajiban retribusi dalam rangka rnclaksanakan peraniran
penmdang-undangan rctribusi.

Pasal 1.3

BAR XV
PEl\mUKUAl'll DAN PEMERlKSAAN

(3) Tala cam penghnpusan piutnng reiribusi yang sud(lh kedaluwarsa diarur
dengan Peraturun Walikolu.

(2) Walikote menetapkan KUPUllIS9.llPcnghapusan Piutang' Reiribusi yang sudah
kedaluwarsa scbngoimnnn dimaksud pada a)'lIl (I).

(I) Piutang retribusi yang lidok mungkin ditagih lagi karena hak unru], melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dlbapusken

Pasaln

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dapnt diketnhui dan pengaiuan pcrmohonon angsuran atau
pcnundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(4) Pengakuan utang Rctribusi secara langsung sebagaimana dunaksud pada
ayal (2) huruf b odnloh Wajib Retribusi dengan kcsndllmnn)n menyaiakan
masih mempunyni utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Kola.

(3) Dalam hal ditcrbitkan Suml Tegu.ran sebagaimana dilllnk~ud pada nylll (2)
huruf 8. kedaluwarsa penagihan dihimng sejok tanggal dherimanya Sural
Teguran tersebut.
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(I) Wajih retribusi yang tidak melaksanakan J,:ewlIjibannya schiru!i!3 merugikan
keuangllll daerab dianc.ampidana kwungan paling lama 3 (oga) bulan 8IaU
pidana dcnda paling banyak 3 (Iiga) kali jumlah renibll~i lenuang yang tidak
atau korang bayar.

Pasal 26

KKI'ENTUAN I'II)ANA

BAB xvui

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka aiau saksi:

j. menghenrikan penyidlkan: dant-Hau
k, mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Reuibusi Duerah sesuai dcngan kClcmIJ8D pcrsruran
perundang-undangan,

(4) Pcnyidik scbllgoimono dimaksud pad:! 3)Ot (I) memberitahukan dimulainya
penyidikan dnn menyampaikun hasil penyidikannya kepada Pcnuuun Umum
mellllui Pcnyidik Pejabal Polisi Ncgara Rcpublik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan )Ullg diatur dalam Undang·Undang Hukum Acara Pidana.

Pn88125

(I) Pejnhat Pegawai Nugcri Sipil iertenru di lingkungan I'cmcrintoh Kota diberi
....rewenang klIU~IL~ sebagal Penyidlk untuk mclakukan penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusl Dacrah, sebagaimana dimaksud dalnm Undang­
Undang Ilukum Acara Pidonn.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) atlalall I'cjobal Pegawni Negeri
Sipil (PPNS) reneruu di lingkungan Pcmcrintah KOUl yang diangkat oleh
Pejnbat yang bcrwcnaug sesuai dengan ketentuan PCl8turan perundang­
undangan,

(3) Wcwenang Penyidik sebagairnana dimaksud pada ayat (I) :uialab :

a. menerirna, meneari, mengumpulkan, dan meneliti keterangaa atau lapornn
berkenaan dcngan tindak pidana di bidong Rctnbusi Daerah ag-.lf
keterangan atau lapornll rersebut menjadi lebih lengkap dan jcJas ;

b. menclltl, mcncari, dan mcngumpulkan kctemngan mengenai orang pribadi
atau Baden lcnlullg kcbennran perbuaian yang dilukukruJ sehubungan
dengan rindak pidann Retribusi Dacrah ;

c. mernintu kClcmngnll dnn hahn" bukti dari orang pribadi atsu Badan
sehubuugandcngnn tindak pidanu di bidang Retribusi Dacrnh ;

d. merneriksa buku. catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan undek
pidnno di hidnng Retribusi Daerah ;

c. rnelakukan pcnggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan,
pencatatan. dan dokumen lain, sena mclakukan penyitaan terhadap bah:m
bukti tersebut ;

r. meminta banruan ienaga ahli dalam rangka pclnksanaan rugas penyidikan
linda!. pidana di bidang Rctribusi Daerah :

g. menyuruh berhenti dan/alsu melarang seseorang mentoggatkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumcn yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dcngan tindak pidaaa Kelribusi Daerah

DAD XVII
I'ENYWIKAN
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F.OOV SANTANA PUTRA

"'~~ IIIpoItml>Ing
t. ".noo.al 1e;,..8 .. 2010
SE"REfARIS OAflWic~o:

.J Tlwnttn., W
IEN9"o"AH OAERAH KOTA PAt...£kUA.NO

TAHUII~I 0 HOMJ)R~

Ditetapkan eli Palembang
pada tanggal ,'" ~~S 2010

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ASIU' scilap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran
Daerab inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kola Palembang.

Passl29

(I) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan
Rerribus Daerah.

(2) Dinas Tata Kola sebagai Instansi teknis pelaksann Peraiuran Daerah ini.

(3) Hal-hal yang bersifat teknis yang belurn cukup diarur dalam Peraturan
Daerah ini, scparUong mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut
01t:1IWalikota.

PQ511J 28

Dengan diberlekukannya Peraturan Daerah iai, maka Pcraturan Daerah Kola
Palembang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan
Bangunan (Lembaran Daerah KOla Palcmbang Tahun 2004 Nomor 32) besena
peraturan pelaksennannya, dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 27

PENUTUP

BADXlX

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adaloh Pelanggaran.

(3) Denda sehagalmana dhnaksud padn nyat (I) merupaksn pcncrimeaa ncgara,
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